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Abstrak

PPN merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat.
Pengertian PPN adalah tarif pajak yang dikenakan pada suatu transaksi konsumsi barang
dan jasa dalam negeri, oleh wajib pajak (WP). Adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11
persen, maka jenis barang dan jasa yang tidak dikecualikan dalam pengenaan PPN
harganya akan naik.Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur atau studi
kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal
ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan
maupun internet. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa konsep dasar PPN adalah pajak dari setiap konsumsi kiat atas barang
atau jasa kena pajak. Sebagian besar barang atau jasa yang kita konsumsi dikenai pajak.
Jika dikumpulkan, akan kita temukan dana yang cukup besar diterima oleh negara. PPN
merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tertinggi nilainya. Rumah tangga
merupakan miniatur dari sebuah negara. Dalam rumah tangga, tentu membagi keuangan
untuk pos-pos tertentu. Begitu juga dengan negara. Dalam menjalankan tugasnya,

pemerintah membagi keuangan untuk pos-pos tertentu.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai , Metode Literatur

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib
pajak kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara
langsung yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat
(Ameraldo & Ghazali, 2021)(Ameraldo et al., 2019). Terdapat beberapa macam pajak yang
ada di Indonesia, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak
Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak
Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak
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Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Pajak Kendaraan Bermotor dan yang tidak kalah
popular adalah PPN dan/atau PPnBM (Sari, 2014). Di sekitar kita sering terjadi transaksi
dengan adanya pungutan pajak yang menjadi sangat dekat dengan warga Indonesia yang
mana pajak tersebut bersifat objektif dan tidak bersifat subjektif, pajak tersebut adalah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) [49] [50]. Baru-baru ini masyarakat Indonesia kembali
dibuat heboh dengan kebijakan pemerintah terkait perpajakan (Fadly & Wantoro, 2019).
Pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam menyikapi kebijakan tersebut. Tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen [45] [47].
Tak sedikit masyarakat yang menyayangkan keputusan Pemerintah dalam menaikkan tarif
PPN dikala pandemi Covid-19 yang masih menjadi bayangan hitam untuk perekonomian
masyarakat, belum lagi harga BBM yang naik dan kelangkaan minyak goreng yang sesaat
pernah menjadi angin segar dengan harga subsidi pemerintah, lenyap begitu saja [42] [43].
di sisi lain, sebagian masyarakat juga setuju dengan kebijakan pemerintah terkait kenaikan
tersebut dengan berbagai pertimbangan seperti kondisi dunia yang sedang mengalami
krisis, subsidi yang terlalu membebani keuangan negara, hingga pemerintah yang sedang
berusaha memulihkan perekonomian Negara (Larasati Ahluwalia, 2020) (Lina &
Ahluwalia, 2021). Terlepas adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, pada akhirnya
masyarakat dengan usaha dan perekonomian pas-pasanlah yang dipaksa harus kembali
menelan pil pahit (Anggarini, Nani, et al., 2021)(Ahluwalia, 2020).

Walaupun banyak kalangan yang menolak kenaikan tarif PPN 11 persen, namun kenaikan
tersebut merupakan ketentuan mutlak UU HPP yang tidak dapat ditunda maupun diubah.
Perlu diketahui juga bahwa adanya kenaikan tarif PPN diikuti oleh perubahan aturan pajak
lainnya yang menguntungkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Salah satu perubahan yang menjadi sorotan penting yaitu perluasan bracket tarif 5 persen
Pajak Penghasilan (PPh) yang juga diatur dalam UU HPP (Fauzi et al., 2021) (Suwarni &
Handayani, 2021). Sehingga di sini terjadi keseimbangan yakni walaupun masyarakat
harus membayar PPN lebih tinggi ketika mengonsumsi barang atau jasa kena pajak, tetapi
kini masyarakat juga akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah (Strategi
Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan
Business Model Kanvas, 2020).
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KAJIAN PUSTAKA
Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak ini merupakan salah satu
sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat [33] [34]. Pengertian PPN adalah
tarif pajak yang dikenakan pada suatu transaksi konsumsi barang dan jasa dalam negeri,
oleh wajib pajak (WP). Adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, maka jenis barang
dan jasa yang tidak dikecualikan dalam pengenaan PPN harganya akan naik (Novita et al.,
2020) (Pratama et al., 2022).

Barang Kena Pajak

Tidak semua barang dan/atau jasa dikenai pajak setiap transaksinya. Ada beberapa produk
yang tidak dikenai pajak (Agustina & Isnaini, 2020). Di bawah adalah barang yang tidak
dikenai PPN, yaitu:

1. Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sangat banyak orang. Beras, gabah,
jagung, sagu, kedelai, garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium,
daging (daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih,
dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami,
dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus), telur (telur yang
tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas), susu (susu
perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak
mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak
dikemas), buah-buahan (buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui
proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau
tidak dikemas), sayur-sayuran (sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan,
dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah) (Novita
& Husna, 2020a).

2. Makanan dan minuman yang dihidangkan di restoran, hotel, rumah makan, warung,
atau sejenisnya (Novita & Husna, 2020b). Hal ini juga meliputi makanan dan
minuman yang dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang, termasuk makanan yang

diserahkan oleh perusahaan jasa boga atau catering (View of Exploring the
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Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational
Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf, n.d.) .

3. Hasil penambangan atau pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya.
minyak mentah (crude oil), gas bumi (tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang
siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat), panas bumi, asbes, batu tulis, batu
setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar
(feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit,
magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa,
perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat,
tawas (alum), tras, yarosi, zeolit, basal, dan trakkit, bijih besi, bijih timah, bijih
emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit (Larasati Ahluwalia,
2020) (Lina & Ahluwalia, 2021) (Nani, 2020).

4. mas batangan, uang, dan surat berharga (contoh: saham) Dan jasa yang tidak
dikenai PPN adalah sebagai Jasa layanan social, Jasa layanan kesehatan medis,
Jasa finance atau keuangan, Jasa pengiriman surat dengan perangko, Jasa yang
kerohanian atau keagamaan, Jasa edukasi atau pendidikan, Jasa hiburan dan
kesenian, Jasa penyiaran yang tidak digunakan untuk iklan, jasa angkutan umum
darat dan air. Serta jasa angkutan dalam negeri yang tidak terpisahkan dengan dari
jasa angkutan luar negeri dan jasa ketenagakerjaan [25] [26]

Mengapa PPN harus di bayarkan

konsep dasar PPN adalah pajak dari setiap konsumsi kiat atas barang atau jasa kena pajak.
Sebagian besar barang atau jasa yang kita konsumsi dikenai pajak (Lina & Nani, 2020).
Jika dikumpulkan, akan kita temukan dana yang cukup besar diterima oleh Negara (Fauzi
et al., 2020). PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tertinggi nilainya
(Anggarini, Nani, et al., 2021)(Ahluwalia, 2020). Rumah tangga merupakan miniatur dari
sebuah Negara (Yusuf, 2021). Dalam rumah tangga, tentu membagi keuangan untuk pos-
pos tertentu. Begitu juga dengan negara. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah

membagi keuangan untuk pos-pos tertentu (Rahmawati & Nani, 2021).
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Dampak Kenaikan Tarif Ppn 11%

Pemerintah secara resmi telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11
persen tepat pada tanggal 1 April 2022, sebagaimana amanat pasal 7 Undang Undang No.
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Nani & Ali, 2020).

0 Pemerintah berpandangan bahwa kenaikan tarif PPN ini diharapkan akan meningkatkan
potensi penerimaan Negara (Nani & Lina, 2022). Namun momentum kenaikannya di
tengah kenaikan harga berbagai komoditas akibat tekanan global akan berpotensi
memperlambat proses pemulihan ekonomi (Fitranita & Wijayanti, 2020) (Khamisah et
al., 2020).

0 Potensi dampak kenaikan PPN 1 persen terhadap beberapa indikator makro ekonomi, di
antaranya semakin mendorong terjadinya inflasi, penurunan daya beli masyarakat akibat
kenaikan PPN berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan

angka pengangguran (Octavia et al., 2020).

0 Dalam menjaga momentum pemulihan, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah harus terus memantau perkembangan harga-harga komoditas,
utamanya pangan dan energy (Ribhan & Yusuf, 2016) (Anggarini, Putri, et al., 2021). Di
samping itu, pemerintah harus tetap memprioritaskan program pemulihan ekonomi, yang

salah satunya ialah program peningkatan ketahanan dan penciptaan kerja (Riski, 2018).
METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau
studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca
jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di
perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini
adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh,
kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh
pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan
data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen.
Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet
(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia
menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik (Rahmanto et al.,
2021)(Yasin et al., 2021).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Tarif PPN

Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11 persen sejak 1 April
2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025. Hal
ini disebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN.
Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15
persen dan paling rendah 5 persen dan perubahan tersebut diatur dengan Peraturan
Pemerintah (Anggarini, Nani, et al., 2021) (Riski, 2018). Tarif PPN ini mengalami
kenaikan sebesar 1 persen dimana sebelum perubahan ditetapkan sebesar 10 persen
(Anggarini, Nani, et al., 2021).

Kebijakan Tarif Ppn 11 Persen

Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk
meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak (Anggarini, 2021). Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di seluruh dunia
sebesar 15 persen, termasuk negara Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) dan yang lain-lain, Indonesia di 11 persen dan nantinya 12 persen
pada tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Hal ini memberikan celah
untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan negara serta
memperkuat pondasi perpajakan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara
terbesar saat ini [13] [14]. Langkah pemulihan ekonomi paska gelombang tinggi pandemi
Covid-19 memaksa pemerintah untuk segera menyehatkan kembali APBN (Putri &
Ghazali, 2021) (Putri, 2021). Hal ini dikarenakan APBN merupakan instrumen penting
untuk menghadapi krisis dunia yang disebabkan oleh Covid-19 dan hal ini terbukti sebagai
penyokong kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Pemerintah dalam pengambilan
kebijakan ini tentu saja tidak terburu-buru, asas keadilan dan tepat sasaran guna menjaga
kepentingan masyarakat tetap dikedepankan(Fakhrurozi & Adrian, 2021)(Nurkholis et al.,
2021) . Aturan tarif PPN 11 persen yang menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu
dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa
pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari pengenaan tarif ini (Permatasari, n.d.). Selain itu,
penyempurnaan lain dari kebijakan ini adalah diberlakukannya tarif khusus atas jenis
barang/jasa tertentu yaitu PPN Final misalnya 1 persen, 2 persen, atau 3 persen dari
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peredaran usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan ini disiapkan
pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pemungutan PPN terutama dalam hal
administrasi pengusaha kena pajak (PKP) (Permatasari, n.d.). Tentu kebijakan ini
merupakan transformasi dari segi perpajakan di Indonesia terutama dalam peningkatan
penerimaan negara, Kita semua berharap kebijakan ini mampu menjadi salah satu jalan

baik menuju kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia.
SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak ini merupakan salah satu
sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. Pengertian PPN adalah tarif pajak
yang dikenakan pada suatu transaksi konsumsi barang dan jasa dalam negeri, oleh wajib
pajak (WP). Tidak semua barang dan/atau jasa dikenai pajak setiap transaksinya. Ada
beberapa produk yang tidak dikenai pajak. Di bawah adalah barang yang tidak dikenai
PPN, yaitu: barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sangat banyak orang, Makanan
dan minuman yang dihidangkan di restoran, hotel, rumah makan, warung, atau sejenisnya,
Hasil penambangan atau pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya, Emas
batangan, uang, dan surat berharga, Selain barang dan jasa yang disebutkan, maka negara
memberlakukan PPN atas setiap transaksinya. Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN
merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di
sektor pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di
seluruh dunia sebesar 15 persen, termasuk negara Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) dan yang lain-lain, Indonesia di 11 persen dan
nantinya 12 persen pada tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Hal ini
memberikan celah untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan
negara serta memperkuat pondasi perpajakan, karena pajak merupakan sumber penerimaan
negara terbesar saat ini. Pemerintah dalam pengambilan kebijakan ini tentu saja tidak
terburu-buru, asas keadilan dan tepat sasaran guna menjaga kepentingan masyarakat tetap
dikedepankan. Aturan tarif PPN 11 persen yang menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu
dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa
pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari pengenaan tarif ini. Selain itu, penyempurnaan lain
dari kebijakan ini adalah diberlakukannya tarif khusus atas jenis barang/jasa tertentu yaitu

PPN Final misalnya 1 persen, 2 persen, atau 3 persen dari peredaran usaha yang diatur
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dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan ini disiapkan pemerintah untuk
memberikan kemudahan dalam pemungutan PPN terutama dalam hal administrasi
pengusaha kena pajak (PKP). Tentu kebijakan ini merupakan transformasi dari segi
perpajakan di Indonesia terutama dalam peningkatan penerimaan negara, Kita semua
berharap kebijakan ini mampu menjadi salah satu jalan baik menuju kesejahteraan serta
kemakmuran rakyat Indonesia.
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